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SARI 

 

Azka, Muhamad. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE Putra 

Bangsa Kebumen). Skripsi. Program, Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing Drs. Setiajid, M.Si. 126 halaman. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan 

Daerah. 

 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok yang besar. Realita 

ini  mendorong daerah-daerah untuk mengundangkan Peraturan Daerah tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR), salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen. Penelitian 

ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

khususnya di STIE Putra Bangsa Kebumen; (2) mengetahui faktor-faktor 

pendukung dan faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dihasilkan 

yaitu data deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan kepustakaan. Uji validitas data dilakukan dengan 

mengkomparasikan data dari beberapa narasumber dan juga dengan kondisi di 

lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 10 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok 

khususnya pada tingkat pendidikan tinggi belum berjalan dengan optimal; (2) 

tahapan pelaksanan Perda KTR mengalami sejumlah dinamika antara lain: a) 

komunikasi antar SKPD sudah baik, namun belum mencakup elemen yang lebih 

luas, b) pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terhambat keterbatasan 

sumber daya, c) masih ada beberapa unsur pelaksana (implementor) yang belum 

seutuhnya berkomitmen, d) struktur birokrasi cenderung terlalu panjang dan kaku. 

Saran yang diajukan peneliti ialah: (1) Pemerintah Kabupaten Kebumen 

sebaiknya mengkaji petunjuk pelaksanaan Perda KTR ini berkaitan dengan evaluasi 

efektivitas komunikasi serta struktur birokrasi yang diterapkan. (2) Pemerintah 

Kabupaten Kebumen sebaiknya mengoptimalkan sumber daya baik secara kualitas 

maupun kuantitas serta memberikan daya dukung infrastruktur yang lebih memadai 

untuk melaksanakan Perda KTR.  
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ABSTRACT 

 

Azka, Muhamad. 2020. Implementation of Kebumen District Regulation 

Number 10 of 2017 concerning No-Smoking Areas (Case Study at STIE Putra 

Bangsa Kebumen). Final Project. Program, Political Science Studies. Department 

of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. 

Advisor Lecturer Drs. Setiajid, M.Si. 126 pages. 

Keywords: Policy Implementation, Non-Smoking Areas, Regional 

Regulations.  

 

Indonesia is a country with a large number of smokers. This reality triggers 

regions to enact regional regulations on no-smoking zones (KTR), one of which is 

Kebumen Regency. The aims of this study are to (1) find out how the 

Implementation of Kebumen District Regulation Number 10 of 2017 concerning 

No-Smoking Areas, especially in STIE Putra Bangsa Kebumen; (2) Knowing the 

supporting factors and inhibiting factors for the implementation of Kebumen 

Regency Regulation Number 10 of 2017 concerning No-Smoking Areas.  

This study uses qualitative methods with the data generated, namely 

descriptive data. The type of data used is primary data and secondary data.Data 

collection methods are done by interview, observation, documentation, and 

literature. Data validity test is done by comparing data from several sources and 

also with the conditions in the field. 

The results of this study showed that: (1) Implementation of Kebumen 

District Regulation Number 10 of 2017 concerning No-Smoking Areas especially 

at the level of tertiary education has not been running optimally. (2) Stages in 

implementing KTR Regional Regulations experience a number of dynamics 

including: a) Communication between SKPDs is already good, but does not yet 

include broader elements, b) Implementing Non-Smoking Area (KTR) policy is 

hampered by limited resources, c) there are still several elements implementers who 

are not yet fully committed, d) bureaucratic structures tend to be too long and rigid. 

 Suggestions proposed by researchers are: (1)  Kebumen Regency 

Goverment should formulate instructions for the implementation of this KTR 

Regulation relating to evaluating the effectiveness of communication and the 

bureaucratic structure that is applied. (2) The Kebumen Regency Government 

should optimalize the quality and the quantity of the resources and give proper 

infrastructure for Implementing Non-Smoking Area (KTR) regulation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok yang besar. 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar yang dipublikasikan oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia proporsi merokok pada penduduk umur ≥10 

tahun ialah 24,3% (Riskesdas Kemenkes RI, 2019:322). World Health 

Organization (dalam Kemenkes 2010:6) menyatakan bahwa Indonesia 

menjadi negara yang jumlah perokoknya menduduki peringkat ketiga di dunia 

setelah China dan India. Hal ini menyebabkan potensi gangguan kesehatan 

yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok berat serta oleh perokok terhadap 

non-perokok amat besar. 

Proporsi merokok pada penduduk umur ≥10 menurut karakteristik, 

menunjukkan bahwa presentase merokok paling banyak berada pada usia 

produktif yaitu 32,2% (umur 30-34 tahun), 32,0% (umur 35-39 tahun), dan 

31,2% (umur 40-44 tahun). Sedangkan rata-rata jumlah batang rokok (kretek, 

putih, maupun linting) perhari mencapai 12,8 batang. Proporsi merokok dalam 

gedung atau ruangan secara menyeluruh di Indonesia mencapai 80,6%. 

Sedangkan proporsi frekuensi orang yang setiap hari berada di dekat orang 

yang merokok di dalam ruangan tertutup mencapai 32,4%, proporsi kadang-

kadang berada di dekat perokok mencapai 43,1%, serta hanya 24,5% saja yang 

tidak pernah terpapar asap rokok di dalam ruangan tertutup (Kemenkes RI, 

2019:323-336). Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi orang yang terdampak 
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rokok dalam ruangan tertutup lebih besar daripada yang tidak terdampak yaitu 

mencapai 75,5%. 

Banyaknya orang yang terpapar asap rokok memicu daerah-daerah di 

Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok menjadi isu yang semakin intensif 

dibahas terlebih ketika Indonesia di antara negara-negara Asia Pasifik termasuk 

salah satu negara yang terlambat dalam menegakkan  peraturan tentang 

larangan merokok secara umum maupun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

khususnya (Tempo, 2017). Namun pasca diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 

109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif 

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, langkah-langkah strategis di 

tingkat daerah mulai berjalan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Peraturan Daerah terkait kawasan tanpa rokok seringkali menuai pro 

dan kontra baik dari dalam masyarakat maupun pihak swasta. Di satu sisi 

kebutuhan akan udara yang bersih dan sehat merupakan hak bagi setiap warga, 

namun di sisi lain baik dari sektor swasta maupun kalangan perokok seringkali 

merasa peraturan ini merugikan mereka. Sebagai bentuk output kebijakan dari 

Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah secara substantif harus mengakomodasi 

kepentingan warga masyarakat dalam lingkup wilayah daerah tersebut. 

Terlebih lagi pada era otonomi daerah, yang mana daerah diberikan 

keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu implikasinya 
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yaitu pada konteks kebijakan, sebagaimana pandangan Easton dalam Mas’oed 

(2008:3-13) yaitu terdapat tiga komponen utama, yang terdiri dari input, 

process, dan output. Di luar komponen itu masih terdapat satu poin ialah 

feedback sebagai respon atas produk kebijakan yang telah diundangkan oleh 

pemangku kebijakan. Oleh sebab itu diperlukan adanya formulasi kebijakan 

yang tepat dari pemerintah daerah agar implementasi peraturan terkait kawasan 

tanpa rokok ini dapat mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa 

menimbulkan feedback yang begitu masif.  

Implementasi kebijakan menurut Winarno (dalam Handoyo 2013:95) 

menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang 

tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam tataran implementasi kebijakan, 

diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur penunjang 

implementasi inilah yang sekiranya akan memantik daya guna dari produk 

peraturan daerah yang telah diundangkan. 

Quade (dalam Akib 2010:4) menyatakan alasan perlunya 

implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti  bahwa dalam 

implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor  implementasi 

kebijakan. Lebih lanjut, Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi  

pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang 

mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar  

atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh 
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pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

perumusan kebijakan selanjutnya. 

Salah satu daerah yang telah mengundangkan kebijakan Kawasan 

Tanpa Rokok ialah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 10 Tahun 2017. Salah satu bagian dalam Peraturan Daerah 

ini ialah Pasal 5 ayat (2) yang memasukkan perguruan tinggi sebagai kawasan 

tanpa rokok. Hal ini memantik pertanyaan terkait kebijakan ini di level 

pendidikan tingi mengingat para civitas akademika umumnya telah dewasa dan 

beberapa telah memiliki kebiasaan merokok serta perlu untuk diteliti lebih 

lanjut berkaitan dengan efektivitas implementasi Peraturan Daerah ini.  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan tahapan yang kompleks. Implementasi kebijakan dapat berjalan 

efektif bukan hanya jika implementator melakukan tugas dan fungsinya, akan 

tetapi seluruh pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut 

dapat turut andil melaksanakan kebijakan tersebut. Di sisi lain, interaksi 

antarkelompok dalam proses implementasi dapat memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk 

merealisasikan kebijakan yang telah diundangkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas menarik kiranya apabila dilakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di STIE 

Putra Bangsa Kebumen)”. 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

10 Tahun 2017 di STIE Putra Bangsa Kebumen? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat 

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 

2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan penulis laksanakan ialah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 Tahun 2017 di STIE Putra Bangsa Kebumen. 

2. Mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 10 Tahun 2017 khususnya di STIE Putra Bangsa Kebumen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memperkaya kajian implementasi kebijakan publik. 

b. Memperkaya bahan kajian dan kepustakaan untuk penelitian yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya Pemerintah 

Kabupaten Kebumen terkait implementasi Peraturan Daerah 
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Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, 

antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi merupakan aksi untuk 

mencapai tujuan dari suatu program ataupun kebijakan yang telah disusun 

oleh pemerintah. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, dimulai dengan 

mengajukan buah pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang 

diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan 

hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi 

gagal? Dua pertanyaan ini dapat dijawab dengan empat faktor atau variabel 

krusial dalam kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut antara 

lain komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau 

tingkah laku dan struktur birokrasi (Edward dalam Winarno 2014:177). 

Handoyo (2013:101-102) menyatakan bahwa ada dua pilihan 

langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Pada umumnya kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjelas 

yakni berupa peraturan pelaksanaan. 
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Handoyo (2013:102-103) menyatakan bahwa tahap-tahap atau 

langkah-langkah dalam mengimplementasikan Kebijakan publik dapat 

dilihat dari bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut, Handoyo (2013:102-103) menyatakan bahwa 

rangkaian implementasi kebijakan juga dapat dirinci ke dalam program, 

proyek, dan kegiatan.Sekuensi implementasi kebijakan yang lebih rinci 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan yang 

terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar 

dalam pembuatan Peraturan Daerah terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah dapat dibuat oleh Provinsi serta 

Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang dibahas dalam penelitian ini ialah 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok. 

3. Kawasan Tanpa Rokok 
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Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat yang tidak 

diperkenankan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan merokok.  

Secara lebih luas, kegiatan-kegiatan seperti memperjualbelikan serta 

mengiklankan produk tembakau juga tidak diperkenankan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Implementasi 

Implementasi pada dasarnya ialah suatu proses pelaksanaan. 

Stewart (dalam Winarno 2014:147) menyatakan implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses 

kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi 

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang 

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-

tujuan kebijakan atau program-program. Salusu (dalam Ingan 2016:504) 

mengemukakan bahwa  implementasi adalah seperangkat kegiatan yang 

dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu 

dimaksudkan untuk mencapai sasaran itu, diperlukan serangkaian 

aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasio-

nalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. 

Syukur Abdullah (dalam Wati 2017:9-10) menyatakan definisi 

implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun operasional 

yang ditempuh  guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. 
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Santoso (2010:126) menyatakan bahwa implementasi dimaknai 

sebagai proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan 

politis dengan mendayagunakan serangkaian instrumen kebijakan untuk 

menghasilkan perubahan sosial kearah yang dikehendaki, yang mencakup 

pula serangkaian proses negosiasi antara implementor dengan sasaran 

kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan. Lanjutnya, 

proses implementasi selama ini lebih banyak memberikan peran kepada 

aktor-aktor negara khususnya aparatur pemerintah. Hal ini membuat 

proses implementasi kebijakan seringkali dimaknai sebagai proses 

administratif semata. Terjebak oleh mitos netralitas birokrasi, proses 

implementasi dianggap sebagai proses yang steril dan terpisah dari hiruk 

pikuk politik proses pengambilan keputusan dalam proses pembuatan 

kebijakan. 

Ripley & Franklin (dalam Winarno 2014:148) berpendapat 

bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 

(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Melalui 

hal ini, maka dapat dilihat bagaimanakah keluaran nyata dari kebijakan 

suatu daerah beserta dengan keuntungan apakah yang didapatkan pasca 

diundangkannya peraturan daerah tersebut. 

Sedangkan Webster (dalam Prasetya 2014:4) menyatakan 

implementasi kebijakan publik (Public Policy Implementation) merupakan 

salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan 
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publik menurut Webster : “to provide the  means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu);  to give practical 

effect to” (menimbulkan dampak atau akibat terhadap  sesuatu). 

Berdasarkan gagasan Webster dapat diambil poin penting bahwa untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara optimal diperlukan 

sarana yang optimal pula. 

Sedangkan menurut Grindle (dalam Feis 2009:1100) tugas  

implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan  

kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang  

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders). 

Lebih lanjut Grindle (dalam Feis 2009:1104) juga memperkenalkan model 

implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut 

menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

beragam aktor, dimana  keluaran akhirnya ditentukan oleh baik  materi  

program  yang  telah dicapai  maupun melalui interaksi para pembuat 

keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat 

melalui proses pengambilan  keputusan  yang melibatkan  berbagai  aktor  

kebijakan,  sedangkan  proses administrasi terlihat melalui proses umum 

mengenai aksi administratif  yang  dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. 

2. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik (public policy) atau dalam sejumlah literatur 

disebut pula dengan kebijaksanaan negara memiliki definisi yang luas dan 
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beragam. Jones dalam Wahab (2004:4) menjelaskan bahwa kebijaksanaan 

negara adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan 

lingkungannya. Definisi lain dikemukakan oleh Dye dalam Wahab 

(2004:4) yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara itu ialah pilihan 

tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh 

pemerintah. Definisi Dye ini sekalipun cukup akurat, namun sebenarnya 

tidak cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijaksanan negara, sebab 

kemungkinan terdapat perbedaan yang cukup besar antara apa yang ingin 

dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang senyatanya mereka lakukan. 

Kebijakan publik memiliki sejumlah tahapan dalam perumusan 

dan pelaksanaannya. Surbakti (2010:252) menyatakan ada pelbagai 

rumusan yang dikemukakan mengenai tahap pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan umum. Berikut ini dikemukakan suatu pentahapan yang sedikit 

banyak merupakan sintesis dari berbagai pentahapan yang pernah 

dikemukakan. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi 

menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan 

agenda), perumusan, dan pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan 

program, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.  

Kebijakan memiliki esensi sebagai output atau hasil dari 

penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan 

perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik 

(Hamdi, 2014:33). Sebagaimana pernyataan tersebut maka kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah akan memiliki pengaruh yang nyata pada 
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masyarakat jika diimplementasikan dengan baik. Pengaruh ini dapat 

dilihat dari berbagai aspek, terutama dari segi pelayanan pemerintah 

terhadap masyarakat. 

Hamdi (2014:37-39) menyatakan bahwa ada sejumlah karakter 

utama dari kebijakan publik. Poin utama dari karakter tersebut ialah: 

1. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk 

menyelesaikan masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu 

mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari 

pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam konteks ini, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai 

suatu upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang 

tidak dapat mereka tanggulangi secara perorangan. 

2. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang 

terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, suatu 

kebijakan publik secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud 

rencana, program, dan kegiatan. Dalam konteks ini, aspek khas dari 

kebijakan publik adalah esensinya sebagai suatu upaya untuk 

menemukan jawaban terhadap persoalan atau masalah yang sulit. 

Kenyataan ini akan memunculkan berbagai implikasi. Pertama, tidak 

akan ada suatu jawaban yang dirumuskan yang akan dapat memenuhi 

semua keinginan dari masyarakat atau warga negara. Dengan kata lain, 

tidak akan pernah ada suatu kebijakan publik yang akan menghasilkan 

suatu kesepakatan menyeluruh warga negara mengenai manfaatnya 
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sebagai suatu jalan terbaik penyelesaian masalah. Akibatnya, setiap 

kebijakan publik akan selalu menghasilkan oposisi atau paling tidak 

reaksi, dan pada gilirannya, akan mendorong lahirnya kebijakan publik 

berikutnya. Semakin responsif suatu pemerintahan, maka semakin 

tepat lahirnya kebijakan baru tersebut, yang tujuan utamanya adalah 

menjadikan “korban” dari kebijakan sebelumnya berada dalam posisi 

pulih, atau bahkan lebih baik dari posisi sebelumnya. Kedua, solusi-

solusi yang termuat dalam satu kebijakan jarang yang bersifat final dan 

lengkap. Oleh karena itu, perubahan kebijakan merupakan 

kecenderungan yang akan sering terjadi, baik karena substansinya 

tidak relevan lagi maupun akan terjadi pergeseran kekuasaan dalam 

proses pemerintahan negara. Ketiga, Kebijakan publik juga dapat 

mengalami ketidakkonsistenan pelaksanaan. Seringkali dalam 

implementasi kebijakan publik, kegiatan yang senyatanya dilakukan 

oleh satu atau lebih organisasi pelaksana tidak sepenuhnya sejalan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan secara formal. Keempat, 

kebijakan publik dalam bidang tertentu akan selalu berkaitan dengan 

kebijakan publik dalam bidang yang lain. 

Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif. 

Keberadaan suatu sistem politik atau suatu pemerintahan akan selalu 

mencerminkan dua keistimewaan. Pertama, pemerintahan merupakan 

badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat 

atau mesti dipatuhi oleh semua warga negara. Kedua, untuk menegakkan 
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keberlakuan aturan yang telah dibuatnya, pemerintahan juga memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi 

tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengenaan 

denda sampai pada penghilangan kemerdekaan seseorang pada batas 

waktu tertentu (hukuman kurungan). 

Van Meter, dalam Winarno (2014:155) menggolongkan 

kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: 

Jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut 

tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. 

Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya 

dalam dua hal. Pertama, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana 

kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal 

ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimblkan 

tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional). Kedua, 

proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif 

akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan 

melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh 

pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial 

banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap 

struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. 

3. Analisis Kebijakan 
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Quade (dalam Dunn, 2000:95-96) menyatakan analisis kebijakan 

adalah: 

“Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan 

informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari 

para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis 

kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling 

umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat 

dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-

milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga 

perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-

kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk 

menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-

isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi 

suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat 

informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan 

cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang 

ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses 

matematis yang canggih.” 

Analisis kebijakan (policy analysis) sebagaimana dituliskan oleh 

Lindblom dalam Danim (2000:26-27) mengatakan: 

“Kita sering menjumpai teknik-teknik baru ini digunakan dalam 

proyek-proyek dengan nama analisis kebijaksanaan (policy 

analysis). Meski kita menggunakan istilah analisis sebagai sebutan 

gampang bagi segala macam informasi, pembicaraan, dan analisis 

tentang kebijaksanaan, istilah analisis kebijaksanaan biasanya 

menunjuk batasan yang lebih sempit sekitar bentuk-bentuk spesifik 

dari analisis profesional. Dalam bentuknya yang terbaik stau analisis 

kebijaksanaan merumuskan maalah kebijaksanaan sebagai suatu 

yang utuh, merinci sasaran dan nilai-nilai lainnya, mengajukan dan 

mengevaluasi alternatif pemecahan, dan mengidentifikasikan 

pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah 

diformulasikan.” 

Handoyo (2012:60) menyatakan analisis kebijakan merupakan 

serangkaian usaha atau aktivitas berbasis pengetahuan atau riset, yang 

memberikan dasar-dasar pertimbangan kepada pembuat kebijakan atau 

keputusan untuk menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan atau 
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melakukan asesmen mengenai konsekuensi kebijakan publik baik sebelum 

maupun sesudah kebijakan publik diimplementasikan. Analisis kebijakan 

tersebut dilakukan supaya keputusan yang diambil lebih banyak 

memperoleh manfaatnya daripada kerugiannya. 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan 

sebagaimana dinyatakan Dunn (dalam Handoyo 2012:61-62) ada tiga yaitu 

pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif. 

Pemdekatan empiris ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat 

dari suatu kebijakan tertentu. Pertanyaan bersifat faktual dan jenis informasi 

yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan valuatif ditekankan pada 

penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Pertanyaannya berkaitan 

dengan nilai dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Pendekatan 

normatif difokuskan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan 

datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam 

pendekatan ini, pertanyaan yang diajukan adalah tindakan yang harus 

dilakukan dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. 

4. Tahap-Tahap Kebijakan/Keputusan 

Kebijakan sebagai sebuah proses memiliki beberapa tahapan. 

Parsons (2006:79-81) menyatakan bahwa terdapat berbagai pendapat para 

ahli seputar tahap-tahap kebijakan. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: 

H.A. Simon 

• Intelegensi 

• Desain 
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• Pilihan 

H.D. Laswell 

• Inteligensi 

• Promosi 

• Preskripsi 

• Invokasi (invocation) 

• Aplikasi 

• Penghentian (termination) 

• Penilaian (appraised) 

R. Mack 

• Memutuskan untuk menetapkan: pengenalan problem 

• Merumuskan alternatif dan kriteria 

• Menentukan keputusan yang tepat 

• Akibat keputusan (effectuation) 

• Koreksi dan penambahan (supplementation) 

R. Rose 

• Pengakuan publik akan perlunya sebuah kebijakan 

• Bagaimana isu diletakkan di agenda kontroversi publik 

• Bagaimana permintaan/tuntutan diajukan 

• Bentuk pemerintahan yang terlibat dalam pembuatan 

kebijakan 

• Sumber daya dan rintangan 

• Keputusan kebijakan 



20 
 

 

• Apa yang menentukan pilihan pemerintah 

• Pilihan dalam konteksnya 

• Implementasi 

• Output 

• Evaluasi kebijakan 

• Umpan balik (feedback)  

W. Jenkins 

• Inisiasi 

• Informasi 

• Pertimbangan 

• Keputusan 

• Implementasi 

• Evaluasi 

• Penghentian (termination) 

B.W. Hogwood dan L.A. Gunn 

• Memutuskan untuk memutuskan (pencarian isu dan 

penentuan agenda) 

• Memutuskan cara bagaimana memutuskan (penyaringan isu) 

• Definisi isu 

• Memperkirakan (forecasting) 

• Menentukan tujuan dan prioritas 

• Analisis opsi 

• Implementasi kebijakan, monitoring, dan kontrol 
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• Evaluasi dan review 

• Pemeliharaan kebijakan, penggantian, dan penghentian 

 

5. Model Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan sebagai tahapan yang mengeksekusi 

suatu kebijakan publik memiliki sejumlah model. Van Meter dan van Horn 

(dalam Winarno, 2014:158) menyatakan bahwa ada enam variabel yang 

membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). 

Poin poin penjelasan tentang keenam variabel tersebut sebagaimana 

terdapat dalam Winarno (2014:159-168) ialah: 

a.) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan 

Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang 

krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator 

kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan 

tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan 

kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar 

dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur 

dengan mudah dalam beberapa kasus. 

b.) Sumber-Sumber Kebijakan 

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau 

perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar 

implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, 
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kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana 

mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk 

membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan 

demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi 

faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

c.) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan 

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan 

tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung 

jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk 

memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar 

dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para 

pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan 

tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber 

informasi.  

d.) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

Ada sejumlah unsur yang merupakan karakteristik dari badan-

badan pelaksana kebijakan. Unsur yang mungkin berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan 

ialah: Pertama, kompetensi dan ukuran staff suatu badan. Kedua, 

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit 

dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. Ketiga, sumber-

sumber politik suatu organisasi (dukungan diantara anggota legislatif 

dan eksekutif). Keempat, vitalitas suatu organisasi. Kelima, tingkat 
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komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai 

jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta 

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu diluar organisasi. Keenam, kaitan formal dan 

informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau 

“pelaksana keputusan”. 

e.) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Untuk tujuan ilustratif, van Meter dan van Horn mengusulkan 

agar kita memberi perimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut 

mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang 

mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi di mana implementasi itu 

dilaksanakan: 

- Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau 

organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang 

berhasil? 

- Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial 

yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang 

bersangkutan? 

- Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu 

kebijakan yang berhubungan? 

- Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi 

kebijakan? 
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- Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi 

pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi 

kebijakan? 

- Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta 

dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan? 

f.) Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

Van Meter dan van Horn berpendapat bahwa setiap komponen 

dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui 

persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi di mana kebijakan 

tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur 

tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan 

keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi 

(komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan 

terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas 

tanggapan itu. 

Model implementasi kebijakan berikutnya dikemukakan oleh 

Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn. Model mereka ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Ham (dalam Wahab 2004:71) kerapkali oleh para ahli 

disebut sebagai “the top down approach”. Hogwood dan Gunn (dalam 

Wahab 2004:71-78), mengatakan untuk dapat mengimplementasikan 

kebijaksanaan negara secara sempurna (perfect implementation) maka 

diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai 

berikut: 
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a.) Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana 

Tidak akan Menimbulkan Gangguan/Kendala yang Serius 

Beberapa kendala (constraints) pada saat implementasi 

kebijaksanaan seringkali di luar kendali para administrator, sebab 

hambatan-hambatan itu memang di luar jangakuan wewenang 

kebijaksanaan dan badan pelaksana. Hambatan tersebut dapat berupa 

hambatan fisik maupun hambatan yang bersifat politis. 

b.) Untuk Pelaksanaan Program Tersedia Waktu dan Sumber-

Sumber yang Cukup Memadai 

Seringkali dalam pelaksanaan program kebijakan hanya 

semata-mata mementingkan tujuan. Di sisi lain, daya dukung 

anggaran dalam pelaksanaan program seringkali kurang diperhatikan 

atau bahkan sebaliknya, alokasi waktu untuk menghabiskan anggaran 

yang dikucurkan pemerintah seringkali terlalu singkat dan harus 

dihabiskan. Dampak dari hal tersebut instansi akan kewalahan dalam 

mengefektifkan penggunaan anggarannya. 

c.) Perpaduan Sumber-Sumber yang Diperlukan Benar-Benar 

Tersedia 

Pelaksanaan suatu program harus diiringi dengan tersedianya 

sumber-sumber yang diperlukan. Terlebih lagi, pada program-

program yang bersifat fisik, ketersediaan material harus menjadi 

perhatian agar pelaksanaan berjalan dengan baik. 

d.) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan Didasari oleh 

Suatu Hubungan Kausalitas yang Andal 

Kebijakan yang tidak berjalan secara efektif bisa disebabkan 

oleh kebijakan tersebut yang memang dibuat dengan kurangnya 
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tingkat pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Pressman 

(dalam Wahab, 2004:74) menyatakan secara tegas bahwa setiap 

kebijaksanaan pemerintah pada hakikatnya memuat hipotesis 

mengenai kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan 

bakal terjadi sesudahnya. Dengan demikian, dasar pemikiran yang 

digunakan oleh pembuat kebijaksanaan selalu berupa pernyataan; jika 

X dilakukan pada waktu tertentu (W1) maka Y akan terjadi pada 

waktu tertentu (W2). Jadi menurut logika ini setiap kebijaksanaan 

pada dasarnya memuat suatu kausalitas. 

e.) Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata 

Rantai Penghubungnya 

Hubungan kausalitas dalam pelaksanaan kebijakan tidak selalu 

sederhana. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan semakin efektif jika 

mata rantai dalam hubungan sebab-akibat ini tidak panjang. Dengan 

kata lain, semakin panjang mata rantainya, maka kemungkinan 

terjadinya keretakan akan semakin besar. 

f.) Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil 

Pelaksanaan kebijakan semakin efektif ketika badan 

pelaksananya tidak memiliki hubungan ketergantungan yang besar 

dengan badan-badan yang lain. Jika harus ada hubungan dengan 

badan atau instansi lain, maka hubungan tersebut harus berada pada 

tingkat ketergantungan yang rendah. 

g.) Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan Terhadap Tujuan 



27 
 

 

Pemahaman terhadap tujuan suatu program kebijakan sangat 

diharuskan. Namun dalam praktiknya sering dijumpai tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai justru sukar untuk diidentifikasi dan pada 

akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

h.) Tugas-Tugas Diperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang 

Tepat 

Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan 

kinerja dari masing-masing bagian dalam pelaksanaan kebijakan. 

Harus ada batasan yang jelas antara hal-hal apa saja yang harus 

dilakukan serta hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh  

diimprovisasikan. 

i.) Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna 

Koordinasi yang sempurna dan hierarki komando yang 

tunggal cenderung sulit dilakukan. Oleh karena itu diperlukan 

komunikasi yang baik agar arus informasi berjalan dengan efisien. 

Kedua hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksana kebijakan agar 

mampu melaksanakan kebijakannya. 

j.) Pihak-Pihak yang Memiliki Wewenang Kekuasaan Dapat 

Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna 

Persyaratan ini menekankan bahwa otoritas dalam 

pelaksanaan kebijakan harus memiliki kuasa agar menjamin struktur 

yang ia pimpin menjalankan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan. 

Hal ini penting mengingat ketidakpatuhan dalam struktur yang tidak 

teridentifikasi akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh 

Daniel Masmanian dan Paul A. Sabatier yang dinamakan dengan A Frame 

Work for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi). 

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi 

kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud sebagaimana terdapat 

dalam Wahab (2004:81) diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 

• Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. 

• Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara 

tepat proses implementasinya; dan 

• Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan 

dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanan 

tersebut. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 

merupakan pembuatan kebijakan yang lebih konkret di tingkat daerah 

terkait pengamanan bahan yang mendandung zat adiktif berupa produk 

tembakau bagi kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam konsiderans dari 

Peraturan Daerah ini yaitu Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 

2012. 

Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 BAB dan 23 Pasal. BAB I ialah 

ketentuan umum yang terdapat satu pasal. Pasal tersebut menjelaskan 
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tentang penjelasan terkait dengan istilah yang ada dalam Peraturan Daerah 

ini. 

BAB II ialah ruang lingkup. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini 

meliputi Kawasan Tanpa Rokok (KTR); hak, kewajiban, dan larangan; 

tempat khusus untuk merokok; peran serta masyarakat; terakhir yaitu 

pembinaan dan pengawasan. BAB III ialah maksud dan tujuan dari 

dibuatnya Peraturan Daerah ini. BAB IV ialah Kawasan Tanpa Rokok yang 

dibagi menjadi tiga bagian. Bagian kesatu (umum) meliputi tempat-tempat 

yang masuk dalam KTR yaitu fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses 

belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; 

tempat kerja; dan tempat umum. Bagian kedua ialah pengembangan KTR, 

serta bagian ketiga yaitu satgas penegak KTR. BAB V ialah hak, kewajiban, 

dan larangan. BAB V terdiri dari tiga pasal berkaitan dengan hak-hak orang 

yang bukan perokok, kewajiban bagi penanggung jawab KTR serta detail 

larangan yang diterapkan pada lingkup KTR. BAB VI ialah tempat khusus 

merokok. Bagian ini terdiri dari dua pasal yang menjadi petujuk teknis dari 

penyediaan tempat khusus merokok. BAB VII yaitu peran serta masyarakat. 

BAB VIII berisi pembinaan dan pengawasan. BAB IX berisi sanksi 

administratif dari teguran sampai dengan rekomendasi penarikan produk 

tembakau. BAB X ialah ketentuan penyidikan. BAB XI ialah ketentuan 

pidana, yang menegaskan bahwa pelanggar dapat didenda maksimal Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). BAB XII ialah penutup. 
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Maksud dari diundangkannya Perda ini diuraikan di Pasal 3 Ayat 

(1) yang berbunyi ‘Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan 

hukum untuk pelaksanaan KTR di Daerah.’ Sedangkan Tujuan dari 

diundangkannya Perda ini dinyatakan di Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi 

‘Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka: a. 

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 

b. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; c. 

menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara 

mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; dan d. meningkatkan 

produktivitas kerja yang optimal.’  

B. Penelitian yang Relevan 

Penyusunan skripsi ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu 

berkaitan dengan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian yang 

relevan tersebut diantaranya ialah: 

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 

Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (Studi 

Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang) 

Penelitian ini dilakukan oleh Putri Permatasari dan 

dipublikasikan pada Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan metode penelitian kualitatif. 

Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (depth 

interview) dan dengan grup diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan 
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Tanpa Rokok khususnya di dalam lingkup Udinus belum berjalan secara 

optimal. 

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang 

Penelitian ini dilakukan oleh Chandra Isnawan dan 

dipublikasikan tahun 2017. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

komunikasi kebijakan sudah berjalan melalui sosialisasi penegakan 

Peratran Daerah. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah ini diantaranya yaitu pertama, kendala dari struktur 

hukumnya dimana masih terdapat pemangku kebijakan yang tidak 

mengindahkan peraturan tersebut. Kedua, dari segi penegakan perda ini 

masih bersifat umum. Ketiga, dari segi kebiasaan masyarakat dimana 

masih banyak masyarakat yang terbiasa merokok di sembarang tempat. 

3. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 

Penelitian ini dilakukan oleh Ade Retsy Ambar Wati dan 

dipublikasikan tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah metode kualitatif. Peneliti melakukan pengambilan data di Kantor 

Dinas Kesehatan Kota Metro, Kantor Dinas Tata Kota dan Lingkungan 

Hidup Kota Metro, RSUD Jenderal Ahmad Yani kota Metro, dan Masjid 

Taqwa Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

kawasan tanpa rokok khususnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro 
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serta Dinas Tata Kota dan Lingkungan Kota Metro berjalan dengan baik. 

Sedangkan faktor penghambat dari penerapan peraturan ini ialah 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengawas yaitu Walikota Metro, 

Sekretaris Daerah Kota Metro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, serta 

anggota tim pengawas KTR dianggap belum efektif. Di sisi lain, kesadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerapan peraturan ini juga masih 

rendah. 

4. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada 

Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, 

Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg) 

Penelitian ini dilakukan oleh Riva Yusdi Maulidya dan 

dipublikasikan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

dengan dua unit analisis yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan 

angkutan kota trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kawasan tanpa rokok di angkutan kota 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Harga rokok yang murah dapat 

dijangkau oleh semua masyarakat. Sedangkan karakteristik agen 

pelaksana dan sikap para pelaksana kebijakan sudah menjalankan sesuai 

dengan ketentuan. 

C. Kerangka Berfikir 
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Permasalahan terkait perilaku merokok di sembarang tempat 

mendorong diundangkannya peraturan tentang kawasan tanpa rokok. Cakupan 

tempat yang dijadikan kawasan tanpa rokok amat beragam, terutama berkaitan 

dengan tempat-tempat publik. Pada tahapan implementasi kebijakan, 

sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah seyogyanya diaplikasikan di lapangan. 

Implementasi peraturan mensyaratkan peran pemerintah untuk 

menyosialisasikan peraturan yang telah diundangkan. Pengelola maupun 

penanggungjawab KTR berkewajiban pula untuk melaksanakan Peraturan 

Daerah ini. Di sisi lain, peraturan ini akan berseberangan dengan kebiasaan 

masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasinya. 

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teori kebijakan menurut Teori Edwards III yang 



34 
 

 

menyatakan bahwa terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan. Hal ini dipaparkan lebih lanjut dalam penelitian ini 

untuk mengetahui seberapa efektif implementasi kebijakan khususnya pada 

objek penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Peraturan Kawasan Tanpa rokok, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari pandangan Edwards 

dipaparkan dalam empat variabel sebagai berikut. 

a. Komunikasi dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung melalui 

pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi, dan kunjungan-kunjungan ke 

institusi terkait. Berikutnya dengan cara melalui media yaitu program 

ini dikomunikasikan via media lokal serta diunggah di website Jaringan 

Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kebumen. 

b. Sumber daya berkaitan dengan implementasi Perda KTR meliputi 

sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya 

infrastruktur, dan sumber daya informasi. Sumber daya manusia 

terkendala pada jumlah satgas penegak KTR, sumber daya anggaran 

belum optimal/kurang, sumber daya infrastruktur telah ada meski 

belum merata. 

c. Disposisi atau kecenderungan para pelaksana belum optimal mengacu 

pada petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR. 
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d. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda KTR ialah  institusi yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program program Perda KTR yaitu Dinas 

Kesehatan, sedangkan kewenanangan untuk penegakkan ada di Satuan 

Tugas (Satgas) KTR. 

2. Faktor penghambat pelaksanaan Perda KTR ialah (a) Komunikasi dari 

Dinas Kesehatan belum mencakup seluruh institusi yang diwajibkan 

menjalankan Perda KTR, (b) Pelaksanaan Perda KTR ini mengalami 

keterbatasan sumber daya, (c) Pelaksana (implementor) kebijakan belum 

seluruhnya berkomitmen dalam menegakkan peraturan ini, (d) Hierarki 

birokrasi dalam pelaksanaan peraturan ini dinilai belum efisien. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut. 

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya mengkaji petunjuk teknis 

pelaksanaan dari Perda KTR ini berkaitan dengan evaluasi efektivitas 

komunikasi serta struktur birokrasi yang diterapkan. 

2. Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya mengoptimalkan sumber daya 

baik secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan daya dukung 

infrastruktur yang lebih memadai untuk melaksanaan Perda KTR. 
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